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 A B S T R A C T  
 
Sektor UMKM digital dan konten kreator mendorong transformasi 
ekonomi Indonesia, namun rendahnya pemahaman perpajakan di 
kalangan pelaku usaha digital menghambat kontribusi pajak yang 
optimal. Urgensi penelitian ini didasari oleh pertumbuhan pesat 
UMKM digital dan konten kreator khususnya di Sulawesi Tengah, 
yang berpotensi menjadi pilar ekonomi digital namun menghadapi 
tantangan kompleks dalam pengelolaan pajak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi dampak reformasi kebijakan pajak, 
modernisasi administrasi, dan sanksi pajak dalam meningkatakan 
kepatuhan pajak UMKM digital konten kreator di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan Interpretive 
Phenomenological Analysis (IPA) untuk menggali pengalaman 
subjektif pelaku UMKM digital, khususnya content creator, dalam 
menghadapi kebijakan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa reformasi kebijakan, modernisasi administrasi, 
dan penerapan sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan 
kepatuhan UMKM digital content creator di Sulawesi Tengah. 

 

 
INTRODUCTION 

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital, khususnya di sektor UMKM digital conten 
creator, telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap perekonomian nasional  (Fani, 2024; Putri & 
Widadi, 2024). Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai dan kebijakan pemerintah yang 
kondusif, sektor ini berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia 
menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi (Firmansyah et al., 2025; Trisna et al., 2022). 
Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui akses yang lebih luas 
terhadap pasar, informasi, dan teknologi (Sutrisno et al., 2024). Sementara industri konten kreatif berperan 
penting dalam membangun ekosistem inovatif yang adaptif terhadap perubahan (Mulyana & Muhammad 
Irfan, 2024). Sektor ini menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik 
melalui peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, 
maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah (Saputra & Efendi, 2023). Namun disisi 
lain tantangan dalam pengelolaan pajak semakin kompleks. Para pelaku usaha di bidang ini, yang 
mayoritas merupakan generasi muda dan beroperasi di platform digital, seringkali belum sepenuhnya 
memahami kewajiban perpajakan mereka (Wulan & Furqon, 2024). Hal ini menciptakan ketimpangan 
antara potensi kontribusi pajak yang dapat diberikan oleh sektor digital terhadap perekonomian nasional 
dan realitas tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan UMKM digital.  

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan berbagai 
inovasi dalam sistem administrasi pajak dan reformasi kebijakan perpajakan (Goenawan T. Pasaribu et 
al., 2022). Modernisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan teknologi digital dalam pelaporan dan 
pembayaran pajak, diharapkan dapat mempermudah para UMKM digital dalam memenuhi kewajiban 
pelaporan dan pembayaran pajak mereka (Septiani et al., 2022; Tawfik & Elmaasrawy, 2024). 
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Implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, termasuk e-registration, e-filing, dan e-
billing, diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pajak  (Bhalla et al., 
2022, 2023; Fatihatunnisa et al., 2024; Murnidayanti & Putranti, 2023). Namun, di sisi lain penerapan 
sanksi pajak yang efektif dan konsisten serta kebijakan yang adil dan inklusif juga diperlukan untuk 
mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. 

Urgensi penelitian ini didasari oleh pertumbuhan eksponensial UMKM digital di Indonesia, yang 
mengimplikasikan kebutuhan akan kebijakan pajak yang responsif dan sistem administrasi yang 
terdigitalisasi guna menjamin tingkat kepatuhan pajak yang optimal  (Alfi & Wijaya, 2024; Amah et al., 
2021; Septiani et al., 2022). UMKM Digital Content Creator di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini semakin 
meningkat bahkan beberapa diantaranya memiliki lebih dari 1 juta Subscriber (Angelina, 2024; Madika, 
2023). Sehingga Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana modernisasi administrasi 
perpajakan, reformasi kebijakan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM 
digital konten creator di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
memahami interaksi antara ketiga faktor tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta perbedaan 
dampak yang ditimbulkan berdasarkan karakteristik masing-masing UMKM digital yang ada di Provinsi 
Sulawesi Tengah .  

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik mengenai 
kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks unik UMKM digital conten creator yang masih tergolong baru 
dan minim kajian mendalam, melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor determinan kepatuhan 
pajak (Mapuasari et al., 2023; Novikasari et al., 2021). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
landasan empiris bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, 
memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang lebih terarah dan mengoptimalkan 
kontribusi UMKM digital terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan penerimaan negara 
dari sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat (Ainiyah & Febriani, 2023; Alfi & Wijaya, 
2024). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul 
penelitian Analisis Dampak Reformasi Kebijakan Pajak, Modernisasi Administrasi, dan Sanksi Pajak 
dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Digital Content Creator. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan 
Interpretive Phenomenological Analysis (IPA) untuk mendalami pengalaman subjektif pelaku UMKM 
digital, khususnya content creator, dalam merespons reformasi kebijakan pajak, modernisasi administrasi 
perpajakan, dan sanksi pajak. Metode ini memungkinkan pemahaman atas makna dan respons wajib pajak 
digital terhadap kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Maulid, 2022). Data dikumpulkan 
melalui wawancara semi terstruktur dan di analisis menggunakan Aplikasi NVivo12. Informan ditentukan 
dengan purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. 
Jumlah informan sebanyak 20 orang, terdiri atas 15 orang konten kreator UMKM digital (berasal dari 
kuliner, edukasi, fashion, musik, traveling, dan komedi) dan 5 orang petugas pajak (bidang penyuluhan, 
pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah, dipilih 
karena perkembangan ekonomi digital dan banyaknya konten kreator UMKM yang mulai menjadi wajib 
pajak.  
 
HASIL PENELITIAN  
Word Frequency Query 

Peneliti memasukkan data hasil analisis berdasarkan wawancara dengan 20 informan (15 kreator, 5 
petugas pajak) ke dalam nodes yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui kata 
yang sering muncul dalam wawancara dengan informan, peneliti menggunakan word frequency query. 
Berdasarkan pencarian kata hasil wawancara di lapangan ditemukan sejumlah kata penting yang tersirat. 
Kata-kata tersebut dilakukan telaah berdasarkan pemahaman makna dari responden penelitian. 

Sekumpulan makna kata tersebut mewakili kata benda, kata kerja, maupun kata keterangan yang 
menunjukkan berbagai aktivitas maupun entitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 
Content Creator. Berdasarkan word frequency query, maka terdapat kata bermakna yang kemudian 
diselaraskan menjadi tema dan subtema penelitian. 
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Sumber :Data diolah 2025 

Gambar 1 Word Frequency Query Wawancara Informan 

Reformasi Kebijakan Pajak 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam 

tema Reformasi Kebijakan Pajak. Hasil analisis data mind map dapat dilihat pada Gambar berikut :  

 
         Sumber : Data Primer 2025 

Gambar 2 Mind Map Reformasi Kebijakan Pajak 
 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa :  
a) Mayoritas konten kreator menilai aturan pajak UMKM 0,5% dari omzet sederhana dan 

meringankan. Namun, sebagian mengeluhkan kebingungan ketika pendapatan berasal dari 
berbagai sumber (AdSense, endorsement, marketplace). 

b) Tarif dianggap cukup adil, tetapi beberapa kreator menilai berpotensi “pajak ganda” ketika 
platform sudah melakukan pemotongan PPh. 

c) Sosialisasi masih dirasa kurang, terutama di daerah. Kreator digital mengaku lebih banyak 
mendapatkan informasi dari media sosial atau komunitas daripada sosialisasi langsung dari DJP. 

Tabel 1.  Hasil Reformasi Kebijakan Pajak 
Indikator Konten Kreator (15 orang) Petugas Pajak (5 orang) Temuan Utama 

Kesederhanaan 
aturan 

10 orang: sederhana, 5 
orang: membingungkan 

4 orang: aturan sudah 
sederhana, 1 orang: masih 
perlu penyempurnaan 

Gap pemahaman 
kreator & petugas 

Keadilan tarif 8 orang: adil, 4 orang: 
pajak ganda, 3 orang: 
masih berat 

3 orang: adil, 2 orang: perlu 
perbaikan regulasi 

Kreator khawatir 
pajak ganda 

Sosialisasi 14 orang: kurang, 1 orang: 
cukup 

3 orang: sosialisasi minim, 2 
orang: cukup memadai 

Perlu sosialisasi 
khusus bagi kreator 
digital 

Reformasi 
Kebijakan Pajak

Kejelasan Aturan 
Pajak UMK 

Content Creator

Keadilan Tarif

Sosialisasi 
Kebijakan
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Modernisasi Administrasi Pajak 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam 
Modernisasi Administrasi Pajak. Hasil analisis data mind map dapat dilihat pada Gambar berikut :  

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 20 Informan, ditemukan bahwa :  

a) Kreator merasa aplikasi DJP Online, e-Filing, dan e-Billing sangat memudahkan karena tidak 
perlu lagi ke KPP. 

b) Efisiensi waktu diakui meningkat, tapi ada keluhan error server menjelang deadline. 
c) Literasi pajak digital masih rendah. Beberapa kreator muda yang melek teknologi justru tetap 

bingung dengan istilah pajak, sehingga meminta bantuan pihak ketiga. 

Tabel 2. Hasil Modernisasi Administrasi 
Indikator Konten Kreator (15 orang) Petugas Pajak (5 orang) Temuan Utama 

Kemudahan 
akses 

10 orang: mudah, 3 orang: 
cukup mudah, 2 orang: 
masih sulit 

4 orang: sistem efektif, 1 orang: 
masih perlu perbaikan 

Sistem pada 
umumnya sangat 
membantu 

Efisiensi waktu 
& biaya 

9 orang: efisien, 4 orang: 
kadang error, 2 orang: tidak 
efisien 

3 orang: lebih cepat & hemat 
biaya, 2 orang: terkendala teknis 

Efisiensi meningkat, 
kendala teknis ada 

Literasi digital 
pajak 

6 orang: masih bingung, 5 
orang: cukup terbiasa, 4 
orang: terbiasa 

2 orang: literasi kreator rendah, 2 
orang: perlu edukasi, 1 orang: 
cukup baik 

Literasi kreator jadi 
tantangan utama 

Sanksi Pajak 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 3 (tiga) sub tema dalam 

Modernisasi Administrasi Pajak. Hasil analisis data mind map dapat dilihat pada Gambar berikut :  

  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 20 Informan, ditemukan bahwa:  

a) Sebagian kreator mengaku pernah terkena denda, yang membuat mereka jera dan lebih disiplin. 
b) Ada persepsi bahwa sanksi cukup keras, sehingga kreator berharap ada peringatan atau 

pembinaan sebelum sanksi dijatuhkan. 
c) Petugas pajak menyatakan sanksi adalah instrumen penting, tetapi mereka juga mengedepankan 

edukasi sebelum penegakan. 

Modernisasi 
Administrasi Pajak 

Kemudahan Akses

Efisiensi Waktu 
dan Biaya

Literasi Digital 
Pajak

Sanksi Pajak 
Content Creator

Efektifitas Sanksi 

Proporsionalitas

Dampak 
Psikologis
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Tabel 3. Hasil Sanksi Pajak 
Indikator Konten Kreator (15 orang) Petugas Pajak (5 orang) Temuan Utama 

Efektivitas 
sanksi 

10 orang: efektif, 3 orang: 
cukup efektif, 2 orang: tidak 
signifikan 

3 orang: sangat efektif, 2 
orang: efektif 

Sanksi mendorong 
kepatuhan 

Proporsionalitas 7 orang: kadang terlalu 
keras, 5 orang: sudah tepat, 
3 orang: perlu fleksibilitas 

2 orang: sudah tepat, 2 
orang: perlu fleksibilitas, 
1 orang: kadang terlalu 
keras 

Kreator berharap 
pendekatan lebih 
humanis 

Dampak 
psikologis 

6 orang: takut/ditekan, 5 
orang: wajar sebagai 
instrumen hukum, 4 orang: 
biasa saja 

3 orang: wajar sebagai 
instrumen hukum, 2 
orang: bisa berdampak 
psikologis 

Perlu keseimbangan 
antara edukasi & 
sanksi 

 
PEMBAHASAN  
Reformasi Kebijakan Pajak  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pajak memberi dampak positif, namun 
tantangan masih ada pada konten kreator digital. Dari sisi kesederhanaan aturan, mayoritas kreator menilai 
sudah sederhana meski sebagian masih bingung, berbeda dengan petugas pajak yang menilai aturan relatif 
jelas. Kondisi ini menegaskan adanya gap pemahaman, sesuai penelitian (Maryunianti & Aris, 2024) 
bahwa meski aturan UMKM sederhana, pemahaman wajib pajak sering menjadi kendala. Pada aspek 
keadilan tarif, mayoritas kreator menilai cukup adil, tetapi muncul kekhawatiran pajak ganda dan beban 
tarif. Petugas pajak juga mengakui perlunya perbaikan regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian 
(Anggiani & Susilawati, 2021) bahwa persepsi keadilan sangat berpengaruh pada kepatuhan, dan pajak 
berganda berpotensi menurunkan motivasi. Sementara itu, hampir semua kreator menilai sosialisasi masih 
kurang, sejalan dengan pandangan petugas pajak. Hal ini memperkuat temuan penelitian (Fitrianti et al., 
2024) bahwa minimnya sosialisasi berbasis digital membuat wajib pajak milenial tidak memahami 
kewajiban secara utuh. Secara keseluruhan, reformasi kebijakan pajak dinilai sederhana dan tarif relatif 
adil, tetapi masih terkendala kesenjangan pemahaman, isu pajak ganda, serta minimnya sosialisasi. Oleh 
karena itu, strategi komunikasi dan edukasi perlu diperkuat, sesuai teori kepatuhan pajak yang 
menekankan kejelasan aturan dan keadilan tarif sebagai faktor utama (Allingham & Agnar Sandmo, 
1972). 
 
Modernisasi Administrasi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berdampak positif bagi konten 
kreator dan petugas pajak, terutama pada aspek kemudahan akses. Sebagian besar kreator menilai sistem 
digital mudah digunakan, sejalan dengan pandangan petugas pajak, meski masih ada yang menyebut perlu 
perbaikan. Hal ini menegaskan bahwa modernisasi mampu mempermudah layanan, sesuai penelitian 
(Alamsyah & Saragih, 2023) yang menyatakan sistem online meningkatkan akses pelaporan dan 
pembayaran pajak. Dari sisi efisiensi, mayoritas kreator dan petugas mengakui sistem digital lebih cepat 
dan hemat biaya, meski masih terkendala error teknis. Hal ini mendukung penelitian (Ermadiani & 
Kesuma, 2025) bahwa e-filing dan e-billing menghemat waktu dan biaya, meskipun rentan gangguan 
jaringan. Tantangan utama justru terletak pada literasi pajak digital: banyak kreator masih bingung 
menggunakan sistem, sejalan dengan pandangan petugas pajak. Penelitian (Palupi & Hidayatulloh, 2019) 
juga menegaskan literasi digital wajib pajak memengaruhi efektivitas sistem modern. 

Secara keseluruhan, modernisasi administrasi berhasil meningkatkan kemudahan dan efisiensi, 
tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh literasi digital wajib pajak. Sesuai teori adopsi teknologi 
(Dow, 2003), efektivitas sistem digital tidak hanya bergantung pada fitur, melainkan juga kemudahan 
dipahami. Karena itu, modernisasi perlu ditopang oleh program edukasi dan sosialisasi intensif 
sebagaimana ditegaskan penelitian  (Primastiwi & Ratih Dwi, 2021), agar kepatuhan pajak dapat 
meningkat secara berkelanjutan. 
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Sanksi Pajak  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Mayoritas kreator menilai sanksi cukup efektif, sejalan dengan pandangan petugas pajak, yang 
menegaskan perannya sebagai instrumen penting dalam menekan ketidakpatuhan. Temuan ini didukung 
penelitian (Manueke et al., 2021) bahwa semakin tegas sanksi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. 
Namun, muncul perdebatan mengenai proporsionalitas. Sebagian kreator menilai sanksi kadang terlalu 
keras, sementara petugas pajak juga mengakui perlunya fleksibilitas. Hal ini memperlihatkan kebutuhan 
pendekatan yang lebih humanis agar tidak sekadar punitif. Sejalan dengan penelitian (Dewi et al., 2020), 
sanksi yang terlalu memberatkan dapat menimbulkan resistensi, sehingga harus diseimbangkan dengan 
pembinaan. Dari aspek psikologis, sebagian kreator merasa takut atau tertekan, meski ada yang 
menganggap wajar. Petugas pajak juga menyadari potensi dampak psikologis. Penelitian (Melyana, 2024) 
mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa rasa takut dapat mendorong kepatuhan, tetapi 
berlebihan justru kontraproduktif. Oleh karena itu, sanksi perlu diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi 
agar berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dalam membangun kepatuhan berkelanjutan. 

 
SIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan, modernisasi administrasi, dan penerapan 
sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM digital content creator di Sulawesi 
Tengah. Reformasi kebijakan memberi dampak positif melalui aturan sederhana dan tarif relatif adil, 
meski masih ada kesenjangan pemahaman, kekhawatiran pajak ganda, serta minimnya sosialisasi. 
Modernisasi administrasi terbukti mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi, namun kendala teknis 
serta rendahnya literasi pajak digital tetap menjadi hambatan. Sementara itu, sanksi pajak dinilai efektif 
mendorong kepatuhan, tetapi perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menimbulkan tekanan 
psikologis berlebihan. 

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan tarif, tetapi juga oleh 
efektivitas administrasi digital, kualitas sosialisasi, literasi, serta keseimbangan antara edukasi dan 
penegakan hukum. Dengan sinergi kebijakan, modernisasi, dan sanksi yang humanis, diharapkan 
terbentuk ekosistem perpajakan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 
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